WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR $2. TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 18
TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BEBAS PEDAGANG
KAKI LIMA (PKL) DI WILAYAH KOTA BATU

Menimbang :

Mengingat

WALIKOTA BATU,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan
dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu dan
dalam rangka penataan ulang dan penertiban Pedagang Kaki
Lima di sekitar Taman Wisata Alun-Alun Kota Batu, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di
Wilayah Kota Batu;

1

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



Menetapkan

6.

10 8

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

’

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi

Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5094);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6122);

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang
Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012
tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima;

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005
tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima
(PKL) di Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PENETAPAN KAWASAN BEBAS PEDAGANG KAKI
LIMA (PKL) DI WILAYAH KOTA BATU.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Batu Nomor 18
Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang
Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu ditambahkan
2 (dua) ayat, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 3 hlm...



Pasal 2

(1) Dengan Peraturan ini menetapkan kawasan bebas PKL
di sekitar Taman Wisata Alun-Alun Kota Batu, Jl.
Gajah Mada, Jl. Sudiro, Jl. Munif, Jl. Semeru, Jl.
Panglima Sudirman, Jl. Diponegoro, Jl. Agus Salim, J1.
Kartini.

(2) Gambar lokasi kawasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) di atas, adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.

(3) Dalam rangka penataan ulang dan penertiban PKL di
sekitar Taman Wisata Alun-Alun Kota Batu, dilakukan
relokasi dengan penempatan bersifat sementara bagi
PKL di lokasi food court atas dan bawah depan gedung
Ganesha, halaman parkir Gudang Aset Jalan Kartini
Atas, dan depan Kantor Pegadaian sampai dengan
depan Toko Candi Raton Jalan Kartini Bawah.

(4) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku
1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan
Walikota ini dan/atau dapat diperpanjang sampai
dengan ada relokasi baru yang ditunjuk pemerintah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Walikota ini  dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal |3} September 2018
WALIKOTA BATU,

/I./h/
DEWANTI RUMPOKO
Diundangkan di Batu

pada tanggal \* September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,
C

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR SQ./E

Halaman 3 dari 3 him...



